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ABSTRACT

Modernization of land services is currently being implemented through
media transfer activities for the preparation of electronic certificate data. The first
step towards electronic certificates is the acceleration of media transfer activities
for land books and measurement letters, which act as juridical and physical data for
electronic certificates. In practice, however, the achievement of the completion of
the Pra SUel program is still low. On the other hand, there is still an imbalance

between the number of validated land books and measurement letters.

The purpose of this study was to describe the process of implementing the
transfer of measuring instruments, obstacles and strategies in the implementation
of the transfer of measuring instruments. This research uses a qualitative method to
explain the process of transferring measuring documents, obstacles, and strategies
for resolving these obstacles. Data collection techniques were carried out by
observation, documentation, and interviews with purposive sampling method. The
data analysis technique used interpretation data analysis and fishbone analysis to

identify obstacles and strategies in the transfer of measurement letter media.

The results showed that the process of transferring the measurement letter
media was in accordance with the Laws and Regulations, but showed obstacles in
each implementation. Internal barriers consist of HR, Budget, Infrastructure,
Supporting Data for Measure Letter Media Transfer, and Policy. Furthermore,
external barriers consist of Political, Social, Economic, and Cultural. Strategies

carried out to accelerate media transfer are carried out by improving.

Keywords: Modernization of Land Services, Media Transfer, Measurement Lettter,

Strategy
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Selain sebagai tempat tinggal, tanah juga menjadi sumber penghidupan dan
simbol status sosial di masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk
yang pesat, kebutuhan akan tanah semakin meningkat sementara
ketersediaannya tetap dan terbatas. Hal ini dapat memicu berbagai konflik
dan sengketa pertanahan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya

berbagai konflik maka harus dilakukan pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara
berkala dan terstruktur oleh negara/pemerintah dengan mengumpulkan data
tentang tanah di wilayah tertentu (Arrizal & Ali Fauzi, 2023). Proses
pencatatan resmi bidang tanah memegang peran vital untuk menjamin
keabsahan hukum kepemilikan lahan setiap orang dari berbagai kalangan.
Proses ini menghasilkan dokumen resmi berupa sertifikat yang berfungsi
sebagai bukti sah dan kuat atas kepemilikan tanah tersebut. Pencatatan ini
sangat krusial karena memberikan pemilik tanah informasi lengkap
mengenai aspek legal dan karakteristik fisik dari lahan yang dimiliki atau
dikuasainya, sehingga status kepemilikannya diakui secara hukum. Hal
tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya UUPA (Undang-Undang Pokok
Agraria) adalah untuk menjamin adanya kejelasan status hukum bagi warga

negara dalam kaitannya dengan kepemilikan dan penguasaan tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia telah berjalan kurang
lebih 65 tahun hingga 2025. Pada tahun 2024, baru sekitar 120 juta bidang
tanah terdaftar. Pendaftaran tanah di Indonesia dibagi menjadi dua tahap
yaitu pendaftaran pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan dua cara yaitu pendaftaran
tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah secara sistematik. Pendaftaran

tanah secara sistematik ini dilaksanakan sebagai inisiatif Badan Pertanahan



Nasional (BPN) secara serentak yang ditujukan untuk mendaftarkan lahan-
lahan yang belum memiliki sertifikat resmi. Program ini dijalankan sesuai
dengan perencanaan tahunan dan jangka panjang di area-area yang sudah
ditentukan sebelumnya. Sedangkan, pendaftaran tanah sporadik
dilaksanakan berdasarkan keinginan pribadi pemilik bidang tanah yang

belum terdaftar (Nurul Azisah, dkk 2024).

Sertipikat tanah merupakan produk hukum dari pendaftaran tanah
yang berbentuk konvensional. Produk hukum berarti sertipikat tanah adalah
hasil akhir dari pendaftaran tanah yang memiliki kekuatan pembuktian dan
perlindungan hukum karena diterbitkan melalui proses administrasi dan
prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan. Sertipikat tanah dicetak dalam bentuk kertas yang dilengkapi
dengan hologram berlogo BPN yang berisi salinan dari buku tanah dan surat
ukur yang dijahit menjadi satu kesatuan (Mujiburohman, 2021). Namun,
sertipikat tanah konvensional tersebut memiliki tingkat kerentanan yang
tinggi dalam hal penyimpanannya. Permasalahan yang sering terjadi di
masyarakat yakni hilangnya sertipikat karena suatu hal tertentu seperti
bencana alam, pemilik yang tidak mengingat keberadaannya, sobeknya
sertipikat, dan rapuhnya sertipikat akibat termakan usia sehingga tidak bisa
dibaca. Selain itu, terdapat masalah lain seperti pencurian, pemalsuan oleh

oknum mafia tanah dan segudang resiko lainnya (Hartono, 2022).

Seiring perkembangan zaman dan untuk mengatasi masalah
tersebut, pemerintah memperkenalkan konsep sertipikat tanah elektronik
yang menggantikan bentuk fisik dengan format digital. Maka dilakukan
rapat penyusunan rencana strategis yang menghasilkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Pada peraturan tersebut, disebutkan
visi kementerian adalah menjadi lembaga yang terpercaya dan berstandar

dunia dalam pengelolaan ruang dan pertanahan, demi mendukung Indonesia



yang maju dan berdaulat. Salah satu upaya untuk mencapai visi ini adalah
dengan meningkatkan pelayanan teknologi, informasi, dan komunikasi di

bidang pertanahan.

Dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan
secara elektronik, pada 12 Januari 2021 ditandatangani Peraturan Menteri
ATR/KaBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Namun
seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut dicabut dan digantikan
Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 3 Tahun 2023 pada 16 Juni 2023
tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
sehingga menandakan dimulainya kebijakan sertipikat tanah elektronik dan
menggantikan peraturan sebelumnya. Pada regulasi tersebut, bagian Bab IV
menjelaskan mengenai dokumen elektronik hasil alih media yang berupa
data fisik (surat ukur) dan data yuridis (buku tanah) secara rinci sehingga
dihasilkan kualitas dokumen yang lebih terjamin dan terlindungi dalam segi
keamanan datanya. Kebijakan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka
mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada
tahun 2020. Dalam hal ini, sektor pertanahan akan memberlakukan layanan
pertanahan dalam bentuk elektronik termasuk mengenai pembuktian hak
berbentuk elektronik. Selanjutnya, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memulai peningkatan
pelayanan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi dengan membuat
website dan integrasi pengaduan berbasis system di kantor-kantor
pertanahan. Implementasi Sertipikat Elektronik dilakukan secara bertahap,
diawali pada 8 April 2020 dengan terlebih dahulu dilakukan implementasi

digitalisasi pada layanan hak tanggungan.

Sertipikat elektronik merupakan dokumen legal berbentuk
elektronik yang memuat informasi mengenai aspek fisik dan hukum suatu
bidang tanah yang datanya tersimpan dalam sistem pencatatan tanah digital,
serta diterbitkan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku dan

tersimpan dalam Buku Tanah Elektronik. Pelaksanaan penerbitannya diatur



dengan Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Kerja
(TCK) Verifikasi Buku Tanah (BT) dan Surat Ukur (SU) yang dilakukan
melalui validasi data Pra Surat Ukur Elektronik dan Pra Buku Tanah
Elektronik. Kegiatan tersebut dilakukan menggunakan aplikasi Validasi
Tanah Kita (SITATA). Kegiatan alih media buku tanah dan surat ukur yang
divalidasi menggunakan aplikasi SITATA bertujuan untuk menyajikan data
pertanahan dalam pelayanan pertanahan berbasis elektronik dengan
memastikan kelengkapan dan kebenaran data untuk menghasilkan lembar
pengesahan sertipikat elektronik. Landasan hukum penyelenggaraan sistem
elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik .Berdasarkan regulasi
tersebut, sertipikat elektronik merupakan dokumen digital yang di dalamnya
terkandung tanda tangan dalam format elektronik beserta informasi identitas
yang memperlihatkan kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam
transaksi secara elektronik, dimana dokumen ini diterbitkan oleh lembaga
yang berwenang mengeluarkan sertifikasi elektronik. Penyelenggaraan
sistem elektronik untuk pendaftaran tanah meliputi pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian data (Mujiburohman, 2021). Dalam hal ini, alih
media merupakan pengoperasian sistem dari dokumen konvensional
menjadi dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik yang
kemudian disahkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan
selanjutnya divalidasi oleh pejabat berwenang atau pejabat tersebut ditunjuk
untuk memberikan stempel digital melalui sistem elektronik(Laksono et al.,
2019). Hasil dari alih media tersebut proses akhirnya adalah sertipikat

elektronik.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman merupakan salah satu kantor
yang sudah melaksanakan penerbitan sertipikat elektronik pada 1 Juni 2024.
Penyesuaian layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
diimplementasikan berdasarkan dua layanan elektronik. Layanan pertama
pada sebelum 1 Juni 2024, dijalankan kegiatan elektronik namun terbatas

hanya pada layanan Hak Tanggungan dan Roya. Layanan kedua



dilaksanakan pada 1 Juni 2024 hingga saat ini yakni proses alih media untuk
penerbitan sertipikat elektronik.Pada monitoring jumlah berkas alih media
masuk harian sejak 27 September 2024, lebih dari 8000 berkas masuk
selama 3 bulan. Artinya, rata-rata berkas masuk per-bulan yakni sekitar
3000 berkas. Data siap elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
pada Desember 2024 yakni Buku Tanah valid 82,13%, Surat Ukur valid
86,93%, dan 34,46% persil valid. Selanjutnya, progres alih media yang telah
dilaksanakan sampai bulan Desember 2024 adalah 20.679 Pra BTel (Buku
Tanah Elektronik) dan Pra SUel (Surat Ukur Elektronik) ,serta 105.008 Pra
Sertipikat Elektronik. Meninjau dari data tersebut, maka kegiatan alih media
belum sepenuhnya mencapai angka 95% sehingga diasumsikan masih
terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya. Sedangkan, kedepannya
akan semakin banyak berkas layanan elektronik yang masuk. Pada evaluasi
raport kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, kegiatan alih media
masih mendapatkan raport berwarna merah, dalam artian pada

pelaksanaannya belum maksimal.

Hingga saat ini, penyesuaian antara pelaksanaan alth media surat
ukur dan kebijakannya terus dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman. Berbagai penyesuaian seperti alokasi Sumber Daya Manusia
(SDM) dengan membagi Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman ke dalam beberapa tim, penyesuaian metode
pelaksanaan alih media, strategi komunikasi, dan pembangunan aplikasi
pemantauan. Dalam pelaksanaan alih media sendiri, setiap orang memiliki
target untuk menyelesaikan 10 berkas alih media surat ukur. Hal-hal tersebut
menunjukkan bahwa pelayanan terkait sertipikat berbasis elektronik
memerlukan beberapa strategi agar dapat berjalan optimal, terutama dalam
hal alih media surat ukur. Berdasarkan uraian dan data diatas, dengan masih
minimnya kajian dan literatur mengenai pelaksanaan alih media surat ukur
pada layanan sertipikat elektronik, calon peneliti tertarik melakukan

penelitian dengan judul “Pelaksanaan Alih Media Surat Ukur pada



Layanan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten

Sleman”.

B. Rumusan Masalah
Penyelenggaraan layanan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman hingga saat ini masih belum tuntas. Hal tersebut terlihat
dari masih banyaknya berkas permohonan alih media yang menumpuk dan
pelaksanaan alih media yang masih belum bisa sesuai dengan target
pekerjaan yang mengharuskan satu orang dalam satu hari harus

menyelesaikan 10 berkas permohonan alih media.

Berdasarkan hal tersebut diatas, rumusan permasalahan pada
penelitian adalah belum tuntasnya proses alih media surat ukur dalam
mencapai angka 95% pada pelaksanaan layanan sertipikat elektronik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehingga diasumsikan masih terdapat
kendala pada proses pelaksanaannya. Maka dibutuhkan penelitian yang
mengkaji mengenai teknis pelaksanaan dan strategi dalam kegiatan alih
media surat ukur. Berdasarkan permasalahan tersebut, disusun pertanyaan

penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan alih media surat ukur di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman setelah adanya Permen ATR/Ka BPN
No. 3/2023?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan alih media surat

ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?

3. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam proses alih media surat ukur

di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :



a. Mengidentifikasi proses pelaksanaan alih media surat ukur setelah
adanya Permen ATR/Ka BPN No. 3/2023 di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman;

b. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan alih
media surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;

c. Merumuskan strategi yang dapat diterapkan dalam proses alih

media surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis
Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya di bidang administrasi pertanahan dan teknologi
informasi. Dengan memahami proses alih media dan transformasi
digital, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai
topik tersebut, serta memberikan wawasan baru tentang strategi yang
efektif dalam implementasi sertipikat elektronik. Penelitian ini juga
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep dasar
alth media dan digitalisasi yang mencakup pengertian dan prinsip
yang berkaitan dengan kedua proses tersebut. Hal ini penting untuk
membangun dasar teoritis yang kuat bagi penelitian-penelitian

selanjutnya.

b. Manfaat Praktis
Menjadi referensi bagi seluruh kantor pertanahan dalam
menuntaskan alih media buku tanah dan surat ukur. Dengan
demikian, kantor pertanahan dapat mengadopsi praktik terbaik yang
ditemukan dalam penelitian ini untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas layanan mereka. Selain itu, diharapkan dapat
memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna dan penyedia

layanan pertanahan mengenai transformasi digital yang berlangsung



sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan

akurat.

. Manfaat Akademik

Menjadi rujukan bagi peneliti yang ingin studi lebih lanjut tentang
transformasi digital di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi
untuk memicu lebih banyak penelitian di bidang yang sama,
sehingga memperkuat basis pengetahuan akademis di sektor
pertanahan. Dapat digunakan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi
yang memiliki program studi pertanahan dan teknologi informasi,
membantu mahasiswa memahami tantangan dan solusi dalam

penerapan sistem digital di sektor publik.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1.

Proses alih media surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
setelah Permen ATR/Ka BPN No.3/2023 dilaksanakan sesuai.
Pelaksanaan alih media surat ukur dilalui dengan beberapa tahapan mulai
dari tahap persiapan hingga tahap penyimpanan dokumen yang

menghasilkan output Lembar Pengesahan Alih Media Surat Ukur.

. Hambatan kegiatan alih media terdapat dua jenis yaitu hambatan internal

dan hambatan eksternal. Hambatan internal dalam melaksanakan alih
media surat ukur yaitu SDM, Anggaran, Infrastruktur, Data Pendukung
Alih Media Surat Ukur, dan Kebijakan. Sedangkan, hambatan eksternal
terdiri dari segi Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi.

. Strategi pelaksanaan alih media surat ukur oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman untuk mengatasi hambatan meliputi: manajemen
SDM, alokasi anggaran, penambahan infrastruktur, perbaikan data

pendukung, dan perbaikan kebijakan.

B. Saran

1.

Proses alih media surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
perlu dilakukan evaluasi secara rutin dan berkala pada setiap tahapannya

agar dapat berjalan optimal.

. Hambatan yang dominan pada proses alih media surat ukur yaitu pada

data pendukung alih media sehingga perlu dilakukan perhatian lebih pada

kesiapan data.

. Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menyediakan alokasi anggaran

khusus yang memadai guna mendukung pelaksanaan kegiatan alih
media, sehingga proses modernisasi layanan dan penyiapan data
pertanahan dapat berjalan lebih optimal, terstandar, dan berkelanjutan

sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan.
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